Menimbang :

Mengingat

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 4|9 /KEP/HK/2021

TENTANG

PETA PROSES BISNIS
DINAS SOSIAL PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2018 - 2023

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

a. bahwa untuk menghasilkan kinerja yang sesuai dengan
tujuan Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur,
diperlukan efektivitas, efesiensi dan produktifitas dalam
pelaksanaan tugas serta hubungan kerja sehingga dapat
menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi
pemangku kepentingan;

b. bahwa dalam rangka mewujudkan kinerja yang sesuai
dengan tujuan Dinas Sosial sebagaimana dimaksud pada
huruf a, perlu ditetapkan Peta Proses Bisnis yang
menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien
antar unit dalam Dinas Sosial;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Gubernur tentang Peta Proses Bisnis Dinas Sosial Provinsi
Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023;

1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara
Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 122, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang
Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 411);



Menetapkan:

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

Tembusan:

MEMUTUSKAN :

Peta Proses Bisnis Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2018 - 2023.

Peta Proses Bisnis Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2018 - 2023 sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KESATU, meliputi :

a. peta proses;

b. peta sub proses;

c. peta relasi; dan

d. peta lintas fungsi.

Peta Proses Bisnis Dinas Sosial sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KEDUA adalah sebagaimana tercantum dalam
Lampiran Keputusan ini.

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Ku ang
pada tapiggd ;;,[;?&emew 2021
b GUBE EJR Nusw*r NGGARA TIMUR/

1. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang.



: KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 4|9 /KEP/HK/2021

PETA PROSES BISNIS DINAS SOSIAL
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2018-2023

I. VISI, MISI DAN SASARAN RPJMD PROVINSI NTT 2018 -2023
A. Visi :
“NTT Bangkit Mewujudkan Masyarakat Sejahtera Dalam Bingkai Negara
Kesatuan Republik Indonesia”.

B. Misi :
1. Mewujudkan masyarakat sejahtera, mandiri dan adil;
2. Membangun NTT sebagai salah satu gerbang dan pusat
pengembangan pariwisata nasional (ring of beauty);
3. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur untuk
mempercepat pembangunan;
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia;
S. Mewujudkan reformasi birokrasi pemerintahan untuk
meningkatkan kualitas pelayanan publik.
C. Tujuan:
1. Menciptakan kemandirian dan stabilitas perekonomian daerah;
2. Menciptakan Nusa Tenggara Timur yang berkeadilan sosial;
3. Meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup
serta pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan;
4. Mewujudkan pariwisata sebagai penggerak utama ekonomi daerah
(prime mover);
S. Mempercepat pembangunan infrastruktur yang berkualitas dalam
pengembangan ekonomi masyarakat;
6. Meningkatkan akses dan kualitas layanan pendidikan serta
kesehatan kepada semua penduduk;
7. Menciptakan Birokrasi yang profesional dengan karakteristik

adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN.

D. Sasaran :
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o

Meningkatnya ketersediaan, aksesibilitas, kualitas, dan keamanan
pangan;

Meningkatnya kinerja industri dan perdagangan dalam
perekonomian daerah;

Terciptanya iklim investasi dan usaha yang kondusif serta
kesempatan kerja yang merata bagi semua penduduk;
Meningkatnya peran semua penduduk dalam pembangunan
daerah;

Meningkatnya ketersediaan dan akses terhadap rumah layak huni,
air minum dan sanitasi layak bagi penduduk miskin;

Meningkatnya kualitas lingkungan hidup;

Meningkatnya ketangguhan bencana daerah;




Terwujudnya pengembangan pariwisata NTT melalui pemenuhan
unsur SA pariwisata (Attraction, Accessibility, Accommodation,

Amenities, dan Awareness) dengan pola pendekatan kawasan;

Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas infrastruktur;

10. Meningkatnya akses dan kualitas layanan pendidikan;
11. Meningkatnya akses dan kualitas layanan kesehatan;
12. Terwujudnya Penanggulangan Masalah Gizi Balita;

13. Meningkatnya kualitas tatakelola panyelenggaraan pemerintahan
dan pelayanan publik yang efektif, akuntabel, transparan serta

partisipatif.

II. Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran RPJMD Provinsi Nusa Tenggara
Timur

Visi : “NTT BANGKIT MEWUJUDKAN MASYARAKAT SEJAHTERA DALAM
BINGKAI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA”

mandiri dan adil

yang makmur dan
sejahtera

NO MISI TUJUAN SASARAN

1. | Mewujudkan 1. Mewujudkan 1. Tumbuhnya Ekonomi
masyarakat Masyarakat Nusa Daerah secara Stabil
sejahtera, Tenggara  Timur dan Berkelanjutan

. Berkurangnya

Kemiskinan

. Terciptanya Lapangan

Kerja dan
Meningkatnya
Produktivitas

Angkatan Kerja

2. Mewujudkan Nusa

Tenggara  Timur
yang mandiri

. Meningkatnya

Kontribusi PAD
terhadap Pendapatan
daerah

. Menguatnya peranan

NTT dalam
Perdagangan Regional

. Menurunnya

Ketergantungan
Ekonomi Masyarakat

. Terwujudnya

Ketahanan dan
Kedaulatan Pangan

3. Mewujudkan NTT

yang berkeadilan
Sosial

. Berkurangnya

Ketimpangan  antar
Kelompok Masyarakat
dan antar wilayah

. Terjaminnya keadilan

dan Perlindungan
terhadap Perempuan
dan Anak

Membangun NTT
sebagai salah
satu gerbang dan

1. Mewujudkan

pariwisata sebagai
penggerak utama

. Pengembangan
Pariwisata NTT
melalui Pemenuhan




Visi : “NTT BANGKIT MEWUJUDKAN MASYARAKAT SEJAHTERA DALAM
BINGKAI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA”

NO MISI TUJUAN SASARAN
pusat ekonomi daerah unsur SA Pariwisata
pengembangan (prime moven (Attraction,
pariwisata Accessibility,
nasional (Ring of Accommodation,
Beauty) Amenities, dan
Awareness) dengan
Pola Pendekatan
Kawasan
. Meningkatnya
Sumbangan
Pariwisata terhadap
Perekonomian Daerah
3. | Meningkatkan 1. Mempercepat . Terwujudnya
ketersediaan dan pembangunan konektivitas antar
kualitas infrastruktur yang wilayah di dalam
Infrastruktur berkualitas dalam daerah dan keluar
untuk pengembangan daerah
mempercepat ekonomi . Tersedianya
pembangunan masyarakat infrastruktur
Pengairan yang
mendukung

peningkatan produksi
Pertanian

2. Meningkatnya

ketersediaan
infrastruktur
pelayanan dasar

. Meningkatnya akses

masyarakat terhadap
perumahan layak, air
minum dan sanitasi
layak

. Tersedianya

Sumberdaya
kelistrikan yang
memadai dan murah
untuk meningkatkan
rasio elektrifikasi
Rumah Tangga dan
Mendukung
Kebutuhan Ekonomi

3. Menjamin

terpenuhinya
dimensi
keberlanjutan
(sustainability)
lingkungan hidup
dalam
pembangunan

. Meningkatnya

kualitas lingkungan
hidup Daerah

. Menurunnya Emisi

Gas Rumah Kaca

. Terwujudnya

Perumusan dan
pelaksanaan
kebijakan bidang
penataan ruang

. Terwujudnya

pemanfaatan ruang
dan pengendalian
pemanfaatan ruang




Visi : “NTT BANGKIT MEWUJUDKAN MASYARAKAT SEJAHTERA DALAM
BINGKAI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA”

NO

MISI

TUJUAN

SASARAN

di Kawasan
Perbatasan Negara

5. Meningkatnya
ketangguhan
bencana daerah dan
Adaptasi terhadap
Perubahan Iklim

Meningkatkan
Kualitas Sumber
Daya Manusia

1. Mewujudkan
kualitas SDM NTT
yang tinggi dan
berdaya saing

1. Mewujudkan kualitas
SDM NTT yang tinggi
dan berdaya saing

2. Meningkatnya derajat
kesehatan
masyarakat NTT

3. Meningkatnya
kualitas pemuda dan
prestasi keolahragaan

S. | Mewujudkan Mewujudkan Meningkatnya kualitas
Reformasi Birokrasi yang | tatakelola
Birokrasi efektif, efisien, | penyelenggaraan
Pemerintahan akuntabel dan | pemerintahan dan
Untuk memberikan pelayanan publik yang
Meningkatkan pelayanan publik | efektif, akuntabel,
Kualitas yang baik transparan serta
Pelayanan Publik partisipatif

III. Telaahan peran serta dan keterlibatan Dinas Sosial Provinsi NTT dalam
mensukseskan Visi dan Misi Kepala Daerah

Berdasarkan Visi Misi Gubernur Nusa Tenggara Timur yang tertuang
dalam RPJMD Provinsi NTT Tahun 2018 — 2023, Dinas Sosial Provinsi NTT

menyasar pada 2 Msi yaitu Misi I : Muwujudkan masyarakat sejahtera,

maniri dan adil dan Misis III : Meningkakan ketersediaan dan kualitas

infratruktur untuk mempercepat pembangunan.

Secara garis besar penjabaran Vsi Misi Gubernur Nusa Tenggara
Timur yang tertuang dalam RPJMD Provinsi NTT Tahun 2018 - 2023,
Dinas Sosial Provinsi NTT, dapat ditelaah pada grafik 5.1 Penjabaran
RPJMD Perubahan Provinsi NTT Tahun 2018 - 2023 yang menjadi Tugas

dan Tanggung Jawab Dinas Sosial Provinsi NTT.

Grafik 1.

Penjabaran RPJMD Perubahan Provinsi NTT Tahun 2018 — 2023 yang

menjadi Tugas

dan Tanggung Jawab Dinas Sosial Provinsi NTT




-~ PENJABARAN RPJMD PERUBAHAN PROVINSI NTT TAHUN 2018-2023

YANG MENJADI TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DINAS SOSIAL PROVINSI NTT.
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IV. Tugas, Pokok dan Fungsi Dinas Sosial Provinsi NTT dan Struktur
Organisasi dan Sumber Daya Mansia pada Dinas Sosial Provisi NTT dan
Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD)

Mencermati Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679), Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun
2007 tentang Pembangian Urusan Pemerintah antara Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat
Daerah, maka Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah
melakukan penataan organisasi perangkat daerah berdasarkan ketentuan
yang berlaku, dengan memperhatikan efisiensi dan efektifitas
penyelenggaraan seluruh urusan pemerintahan pembangunan dan
kemasyarakatan, yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Nusa
Tenggara Timur Nomor: 61 Tahun 2016, tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Provinsi Nusa
Tenggara Timur.

A. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial Provinsi NTT

Tugas pokok Dinas Sosial sesuai Peraturan Gubernur Nusa
Tenggara Timur Nomor: Tahun tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Provinsi
Nusa Tenggara Timur, yang secara eksplisit tertuang dalam bab IV pasal
4 ayat (1) menyebutkan bahwa: Dinas Sosial mempunyai tugas
membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang
sosial yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang
ditugaskan kepada daerah

Dinas Sosial menyelenggarakan fungsi: - Perumusan kebijakan di
bidang sosial. - Pelaksanaan kebijakan di bidang sosial. - Pelaksanaan
evaluasi dan pelaporan di bidang sosial. - Pelaksanaan administrasi
dinas di bidang sosial. - Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh
Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B. Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia pada Dinas Sosial
Provinsi NTT dan UPTD

Struktur Organisasi Perangkat Daerah Dinas Sosisal Provinsi
NTT sebagai berikut :



KEPALA DINAS

SEKRETARIS
KELOMPOK
JABATAN FUNGSIOMAL
KEPALA SUB BAGIAN KEPALA SUB BAGIAN KEPALA SUB BAGIAN
KEPEGAWAILAN DAN PROGRAM, DATA DAN KEUANGAN
UMUM EVALUAST
1 | | |
KEPALA BIDANG
esesi sl KEPALA BIDANG KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN DAN JAMINAN
PEMBERDAYAAN SOSIAL PENANGANAN FAKIR MISKIN REHABILITASI SOSIAL SOSIAL
KEPALA SEKSI KEPALA SEKSI KEPALA SEKSI KEPALA SEKST
L | PENANGANAN FAKIR MISKIN || REHABILITASI SOSIAL ANAK DAN PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAMN

PENYULUHAN PERKOTAAN LANDUT USLA BENCAMA ALAM

KEPALA SEKSI KEPALA SEKSI KEPALA SEKSI KEPALA SEKSI
PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN PENANGAMAN FAKIR MISKIN REHABILITAST TUNA SOSIAL, PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN

SOSIAL DAN SUMBER DANA = PERDESAAN —  PENYALAGUNAAN NAPZA DAN BENCANA SOSIAL
BANTUAN SOSIAL KORBAN MIGRAN

KFPAI A GFKGT % Séglm i KEPALA SEMST KEPALA SEKSI

KEPAHLAWANAN KEPERINTISAM, PENANGANAN REHABILITASI SOSIAL JAMINAN SOSIAL KELUARGA
L PESISIR, PULALI-PULU KECTL DWN -

KEJUANGAN, KESETIAKAWANAN P AN ki PENYANDANG DISABILITAS

UNIT PELAYANAMN TEKMIS




1.

UPT Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia

KEPALA UPT.
KESEJAHTERAAN SOSIAL
LANJUT USIA
KEPALA SUB BAGIAN
TATA USAHA
KEPALA SEKSI KEPALA SEKSI
KESEJAHTERAAN SOSIAL LANJUT KESEJAHTERAAN SOSIAL
USIA BUDI AGUNG KUPANG LANJUT USIA PADU WAU
MAUMERE
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

UPT Kesejahteraan Sosial Tuna Netra dan Karya Wanita

KEPALA UPT.

KESEJAHTERAAN SOSIAL TUNA
NETRA DAN KARYA WANITA

KEPALA SEKSI
KESEJAHTERAAN SOSIAL TUNA
NETRA HIT BIA KUPANG

UPT Kesejahteraan Sosial Anak di Kupang

KEPALA SUB BAGIAN
TATA USAHA
KEPALA SEKSI
KESEJAHTERAAN SOSIAL
KARYA WANITA NAIBONAT
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL
KEPALA UPT.
KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK
DI KUPANG
KEPALA SUB BAGIAN
TATA USAHA

KEPALA SEKSI
KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK
ORA ET LABORA SUMBA BARAT

KEPALA SEKSI
KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK
RIANG NAIBONAT DAN TARUNA
HARAPAN LEMBATA

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL




C.

Sumber Daya Perangkat Daerah

Sumber daya perangkat daerah pada Dinas Sosial Provinsi Nusa
Tenggara Timur terdiri dari sumber daya manusia dan sumber daya
sarana prasarana.

Sumber Daya Manusia

Dalam melakukan tugas pelayanannya DInas Sosial Provinsi NTT
memilki 208 orang Pegawai Negeri Sipil yang terdiri dari laki-laki 121
orang, perempuan 87 orang, agama Katolik 81 orang, Protestan 114
orang, Islam 12 orang, Hindu 1 orang dengan tingkat pendidikan S2 :
10 orang, S1 : 89 Orang, D3 : 17 orang, SMA/sederajat : 8 orang, SMP
dan SD: 3 orang, Golongan IV : 12 orang, III : 129 orang, II : 66 orang,
I : 3 orang.

Sumber Daya Sarana Prasarana

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Sosial didukung oleh
Sumber Daya Sarana Prasana yaitu tanah 18 bidang,
gedung/kantor/wisma/asrama/aula/gudang 143 buah, kendaraan
roda 2 (dua) 21 buah, roda 4 (empat) 28 buah, roda 6 (enam) 14 buah,
komputer 50 Unit, laptop 38 buah, jaringan internet S jaringan.
Ririncian sebagaimana terlihat pada tabel 2.6 dibawah ini :

Tabel 1
Jumlah Sarana dan Prasarana

Tana Gedun Bendacasn Komput|LaptolJaringan
INo.| Unit Kerja h g/ |Roda|Roda|Roda o p |Internet
Kantor] 2 - 6
1. | Kantor Dinas 11 56 16 7 10 24 18 3
UPT.
Kesejahteraan
2. | Sosial Lanjut 2 28 2 5 1 8 6 3
Usia di
Kupang
UPT.
Kesejahteraan
Sosial Anak di
Kupang
UPL.
Kesejahteraan
Sosial Tuna
" | Netra dan
Karya Wanita
di Kupang
TOTAL 18 143 | 21 28 14 50 38 5
Sumber Data: Dinas Sosial Provinsi NTT 2020
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V.

PETA PROSES BISNIS DINAS SOSIAL PROVINSI NTT

A.

Peta Proses

Peta Proses adalah gambaran proses pelaksanaan tugas dan
fungsi organisasi. Peta Proses terdiri dari proses utama, proses
pendukung dan proses lainnya. Proses utama merupakan proses yang
berhubungan langsung dengan tugas pokok dan fungsi organisasi
dalam memenuhi permintaan atau kebutuhan
organisasi/ stakeholder/ masyarakat pengguna layanan. Proses
pendukung merupakan proses yang mendukung pelaksanaan proses
utama yang berkaitan dengan fungsi manajerial organisasi. Proses
lainnya merupakan tugas tambahan dalam rangka pencapaian proses
utama. Peta Proses digambarkan dengan prinsip Supplier — Input —
Proses — Output - Customer. Peta Proses pada Dinas Kesehatan
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Nusa Tenggara Timur
digambarkan sebagai berikut :
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— A. PETA PROSES

o]

Output terhadap Kelompok Sasaran:
Masyarakat

Output dari sebuah proses

Implementasi :

1. Ibu Hamil, Anak Stunting, Balita,
Siswa SD-SMA, Lansia>70 Thn,
Disabilitas berat.

Anak Usia Sekolah 6-21 Tahun
Masyarakat kurang mampu
Perangkat Daerah Provinsi NTT
Perangkat Daerah Kab./Kota
Lembaga Mitra

Calon Orang Tua (Adopsi)
Penyandang Disabilitas, Anak
telantarm Lansia terlantar, PMKS
lainnya diluar HIV/AIDS & NAPZA
di dalam panti.

Relawan Sosial : Pekerja Sosial
Masyarakat, Karang taruna,
Tenaga Pelopor Perdamaian,
Taruna Siaga Bencana, Tenaga
Kesejahteraan Sosial Kecamatan,
Wanita pemimpin kesejateraan
social, kader rehabilitasi berbasis
masyarakat, kader rehabilitasi
berbasis keluarga, Penyuluh social
masyarakat

10. Korban Bencana alam/sosial

11. Korban tindak kekerasan (migran)

12. Taman Makam Pahlawan Nasional
Provinsi

Bank
Bank BRI

Bank
Kantor Pos NI
- Mandiri i

Bappelitbangda

Biro PBJ Badan Keuangan

% Penanganan War egara Migraﬁ‘iorb'an Tindak
¢ Taman Makam Pahlawan

Lembaga Mitra Inspektorat

Dinas

BPBD Kesehatan

Karang

Dinas PMD Tariiha

Masyarakat

4 ¢
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Penjelasan Proses:

Perlindungan dan Jaminan Sosial, merupakan salah satu strategi dalam proses untuk mancapai sasaran RPIMD khususnya sasaran: 1.1.2. berkurangnya kemiskinan dan 1.3.1. berkurangnya
ketimpangan antar kelompok dan wilayah, yang meliputi:

a. Pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah provinsi.
b. Pengangkatan anak antar WNI dan pengangkatan anak oleh orang tua tunggal.

Rehabilitasi sosial juga merupakan strategi dalam proses untuk mancapai sasaran RPJMD khususnya sasaran: 1.1.2. berkurangnya kemiskinan dan 1.3.1. berkurangnya ketimpangan antar
kelompok dan wilayah, yang meliputi:

a. Rehabilitasi sosial dasar bagi penyandang disabilitas terlantar di dalam panti.
b. Rehabilitasi sosial dasar bagi anak terlantar di dalam panti.
o Rehabilitasi sosial dasar bagi lanjut usia terlantar di dalam panti.

d. Rehabilitasi sosial bagi penyandang PMKS diluar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam panti.

Pemberdayaan sosial Rehabilitasi sosial juga merupakan strategi dalam proses untuk mancapai sasaran RPJMD khususnya sasaran: 1.1.2. berkurangnya kemiskinan dan 1.3.1. berkurangnya
ketimpangan antar kelompok dan wilayah, yang meliputi pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan sosial provinsi.

Penanganan bencana, strategi dalam proses untuk mancapai sasaran RPJMD khususnya sasaran: 3.3.5. Meningkatnya Ketangguhan Bencana Daerah dan Adaptasi Terhadap Perubahan Iklim,
yang meliputi: Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi.

Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan merupakan salah satu strategi yang dilakukan oleh Dinas Sosial, untuk mencapai sasaran atributif (yang melekat pada urusan
Sosial), yang meliputi: Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan Ke Daerah Kabupaten/Kota Asal.

Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi juga merupakan salah satu strategi yang dilakukan oleh Dinas Sosial, untuk mencapai sasaran atributif (yang melekat pada urusan
Sosial), yang meliputi: Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi.

Manajemen SDM diidentifikasi sebagai proses pendukung untuk menunjang proses utama, yang meliputi, rekruitmen, penempatan, pengembangan (pendidikan, pelatihan, pengembangan
karier) dan pensiun, dalam bentuk: arahan kebijakan, petunjuk teknis dan jadwal pelaksanaan.
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Penjelasan Proses:

10.

11,

12.

13.

14,

35,

16.

17.

18.

Manajemen data dan informasi diidentifikasi sebagai proses pendukung untuk menunjang proses utama yang meliputi: penyediaan data, pengolahan data, pemanfaatan data serta dan publikasi
data, baik data sektoral maupun data statistik dasar dalam penyusunan kebijakan (policy making).

Manajemen aset diidentifikasi . sebagai proses pendukung untuk menunjang proses utama yang terbagi dalam 2 kategori besar: a. Tangible aset (aset berwujud) dan b. Intangible aset (aset
tidak berwujud) dalam bentuk: arahan kebijakan, petunjuk teknis dan jadwal pelaksanaan.

Sistem perencanaan diidentifikasi sebagai proses pendukung untuk menunjang proses utama yang secara umum terbagi kedalam 2 kategori besar: a. perencanaan dokumen pembangunan
daerah (RPJPD, RPJIMD, RKPD) dan b. perencanaan dokumen perangkat daerah (Renstra PD, Renja PD, RKA PD) dalam bentuk: arahan kebijakan, petunjuk teknis dan jadwal pelaksanaan. Sistem
penganggaran diidentifikasi sebagai proses pendukung untuk menunjang proses utama yang secara umum terbagi dalam: a. APBD Provinsi dan b. APBN (Dana Bansos dan Dana Dekonsentrasi)
dalam bentuk: arahan kebijakan, petunjuk teknis dan jadwal pelaksanaan.

Pengendalian dan Evaluasi diidentifikasi sebagai proses pendukung untuk menunjang proses utama yang secara umum terbagi kedalam 3 kategori besar: a. Pengendalian dan Evaluasi terhadap
perencanaan b. Pengendalian dan Evaluasi terhadap proses pelaksanaan, c. Pengendaian dan Evaluasi terhadap hasil pelaksanaan dalam bentuk: arahan kebijakan, petunjuk teknis dan jadwal
pelaksanaan.

Pelaporan diidentifikasi sebagai proses pendukung yang bersifat administratif untuk menunjang proses utama yang secara umum mengikuti proses pengendalian dan evaluasi sebagaimana
diuraikan pada no. 12.

Manajemen SDM diidentifikasi sebagai proses pendukung untuk menunjang proses utama, yang meliputi, rekruitmen, penempatan, pengembangan (pendidikan, pelatihan, pengembangan
karier) dan pensiun, dalam bentuk: tindak lanjut terhadap arahan kebijakan, tindak lanjut terhadap petunjuk teknis dan jadwal pelaksanaan.

Manajemen data dan informasi diidentifikasi sebagai proses pendukung untuk menunjang proses utama yang meliputi: penyediaan data, pengolahan data, pemanfaatan data serta dan publikasi
data, baik data sektoral maupun data statistik dasar dalam proses dan hasil implementasi kebijakan (policy implementation).

Pengendalian dan Evaluasi diidentifikasi sebagai proses pendukung untuk menunjang proses utama yang secara umum terbagi kedalam 3 kategori besar: a. Pengendalian dan Evaluasi terhadap
perencanaan b. Pengendalian dan Evaluasi terhadap proses pelaksanaan, c. Pengendaian dan Evaluasi terhadap hasil pelaksanaan dalam bentuk: arahan kebijakan, petunjuk teknis dan jadwal
pelaksanaan.

Pelaporan diidentifikasi sebagai proses pendukung yang bersifat administratif untuk menunjang proses utama yang secara umum mengikuti proses pengendalian dan evaluasi sebagaimana
diuraikan pada no. 12 dalam bentuk: arahan kebijakan pelaporan, petunjuk teknis dan jadwal pelaporan.

Manajemen SDM diidentifikasi sebagai proses pendukung untuk menunjang proses utama, yang meliputi, rekruitmen, penempatan, pengembangan (pendidikan, pelatihan, pengembangan
karier) dan pensiun, dalam bentuk: tindak lanjut terhadap arahan kebijakan, tindak lanjut terhadap petunjuk teknis dan jadwal pelaksanaan.

Manajemen data dan informasi diidentifikasi sebagai proses pendukung untuk menunjang proses utama yang meliputi: penyediaan data, pengolahan data, pemanfaatan data serta dan publikasi
data, baik data sektoral maupun data statistik dasar dalam proses dan hasil implementasi kebijakan (policy implementation).
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Penjelasan Proses:

19,

20.

21%

22.

Manajemen aset diidentifikasi . sebagai proses pendukung untuk menunjang proses utama yang terbagi dalam 2 kategori besar: a. tangible aset (aset berwujud) dan b. intangible aset (aset tidak
berwujud) dalam bentuk: tindak lanjut terhadap arahan kebijakan, tindak lanjut terhadap petunjuk teknis dan jadwal pelaksanaan.

Sistem perencanaan diidentifikasi sebagai proses pendukung untuk menunjang proses utama yang secara umum terbagi kedalam 2 kategori besar: a. perencanaan dokumen pembangunan daerah
(RPJPD, RPIMD, RKPD) dan b. perencanaan dokumen perangkat daerah (Renstra PD, Renja PD, RKA PD) dalam bentuk: tindak lanjut terhadap arahan kebijakan, dan tindak lanjut terhadap petunjuk
teknis dan jadwal pelaksanaan.. Sistem Penganggaran diidentifikasi sebagai proses pendukung untuk menunjang proses utama yang secara umum terbagi dalam: a. APBD Provinsi dan b. APBN
(Dana Bansos dan Dana Dekonsentrasi) dalam bentuk: tindak lanjut terhadap arahan kebijakan, tindak lanjut terhadap petunjuk teknis dan jadwal pelaksanaan.

Pengendalian dan Evaluasi diidentifikasi sebagai proses pendukung untuk menunjang proses utama yang secara umum terbagi kedalam 3 kategori besar: a. Pengendalian dan Evaluasi terhadap
perencanaan b. Pengendalian dan Evaluasi terhadap proses pelaksanaan, c. Pengendaian dan Evaluasi terhadap hasil pelaksanaan dalam bentuk: tindak lanjut terhadap arahan kebijakan, dan
tindak lanjut terhadap petunjuk teknis dan jadwal pelaksanaan.

Pelaporan diidentifikasi sebagai proses pendukung yang bersifat administratif untuk menunjang proses utama yang secara umum mengikuti proses pengendalian dan evaluasi sebagaimana
diuraikan pada no. 12 dalam bentuk: tindak lanjut terhadap arahan kebijakan pelaporan, dan tindak lanjut terhadap petunjuk teknis dan jadwal pelaporan.
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B. Peta Sub Proses

Peta Sub Proses adalah gambaran aktivitas yang dilaksanakan oleh
suatu organisasi dalam rangka pencapaian proses utama, proses
pendukung dan proses lainnya. Setiap proses utama, proses pendukung
dan proses lainnya yang telah digambarkan dalam Peta Proses harus
dijabarkan dalam Peta Sub Proses dengan tetap memperhatikan prinsip
Supplier — Input — Proses — Output — Customer dan hubungan antara sub
proses dengan proses yang telah ditetapkan sebelumnya pada Peta Proses.
Peta Sub Proses pada Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah sebagai berikut:
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C. Peta Relasi

Peta Relasi (Relationship Map) adalah peta yang menggambarkan dan
menunjukkan unit organisasi yang melaksanakan dan pihak-pihak yang
terlibat dalam setiap proses yang tergambarkan pada peta proses bisnis.
Peta relasi ini penting untuk dapat memahami peranan unit organisasi dan
pihak-pihak yang terlibat dalam mengerjakan suatu proses sehingga
tercapai output yang ditentukan.
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Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
Bidang Rehabilitasi Sosial
Bidang Fakir Miskin

. Kementerian/ Lembaga Pusat

Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi
. Perangkat Daerah Pemerintah Kab./Kota
. Lembaga Mitra

Bidang Pemberdayaan Sosial
Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
Bidang Rehabilitasi Sosial

Perangkat Daerah Provinsi
Perangkat daerah kab./kota
Lembaga Mitra

2. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

. Bidang Rehabilitasi Sosial

UPT: Kesejahteraan Sosial Anak
. UPT. Kesejahteraan Sosial Lansia
| 4. UPT. Kesos Tuna Netra dan Karya Wanita

Lembaga Mitra

. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

Bidang Pemberdayaan Sosial
Bidang Rehabilitasi Sosial

Kementerian/ Lembaga Pemerintah Pusat.

Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi.
Perangkat Daerah Kab./Kota

Lembaga Mitra

Sukarelawan

PETA RELASI

( Proses Utama

Sasaran RPJMD P Prov. NTT 2018-2023

Sasaran 1.1.2.: Berkurangnya Kemiskinan

“ Persentase Penduduk dibawah Garis Kemiskinan (%)

% Indeks Keparahan Kemiskinan (Poin)

+» Indeks Kedalaman Kemiskinan (Poin)
Sasaran 1.3.1.: Berkurangnya Ketimpangan antara
Kelompok Masyarakat dan antar Wilayah

¢ Indeks Ratio Gini (Poin).
Sasaran 3.3.5.: Meningkatnya Ketangguhan Bencana
Daerah dan Adaptasi Terhadap Perubahan Iklim

+» Indeks Resiko Bencana (Poin)
Sasaran atributif:

¢ Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak

kekerasan
+ Taman Makam Pahlawan

[ Proses Pendukung

Sekretariat Dinas Sosial
Provinsi NTT

Seluruh Bidang Dinas
Sosial Provinsi NTT

w
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D. Peta Lintas Fungsi (CFM)

Peta lintas fungsi (Cross Functional Map) adalah peta yang
menggambarkan rangkaian kerja lintas unit/fungsi yang saling
berhubungan dan membentuk suatu proses kerja. Peta lintas fungsi (Cross
Functional Map) pada Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah sebagai berikut:

32



a.DTKS

Penduduk Mendapatkan
Informasi

>

Pengusulan dan
Pendataan pada Kantor
Desa/Kelurahan

143

v

Forum Musrenbang

PKH

BPNT

KIS

Desa/Kelurahan
Penetapan RUTA
Entri Data . Home Visit
Verifikasi dan Validasi N Verifikasi dan Validasi Penetapan DTKS
Level Kabupaten Level Provinsi Kemensos
Pemanfaatan oleh Pemanfaatan oleh Pemanfaatan oleh
Lembaga Mitra Kabupaten/Kota Provinsi

2

1

4

PIP

Subsidi Listrik




]

PETA LINTAS FUNGSI

DINSOS 01.1. PENGELOLAAN DATA FAKIR MISKIN CAKUPAN DAERAH PROVINSI
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PETA LINTAS FUNGSI

DINSOS 01.1. PENGELOLAAN DATA FAKIR MISKIN CAKUPAN DAERAH PROVINSI
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rekening dan B. Koordinasi dengan 6. Penanganan Permasalahan
;:?;:t:‘:si s it 3 Kesepakatan dengan :em K;bﬁKota terkait : 7.  Pemantauan dan evaluasi
untu:( Ktl"sM =9  Kementerian terkait =3 P:n:::::n
3. Kesepakatan Pelsksansan Bansos melalui APBD ¢
pelaksanaan 2. Data KPM
edukasi dan 3.  Sosialisasi
sosialisasi e 4. Penanganan Koordinasi dengan Himbara terkait :
4. Kesepakatan pengadaan 1.  Jadwal registrasi KPM/ distribusi KKS di masing
waktu penyaluran 5. Pemantauan dan masing desa/kel
5. Pemetaanresiko | evaluasi { 2.  Kesepaktan dengan Himbar aterkait lokasi dan
dan tantangan f pemilihan pedagang pedagang bahan pangan
g yang menjadi e - warung
|

9t




e. Perlindungan Sosial KIS

Penetapan DTKS oleh
Kemensos

LE

DTKS kewenangan
Provinsi

Kebijakan
intervensi
program
Pelaksanaan
intervensi
program
Pemantauan dan
Evaluasi

2.

3.

DTKS kewenangan
Kabupaten
Kebijakan
intervensi
program
Pelaksanaan
intervensi
program
Verifikasi dan
Validasi Data
Mengeluarkan
Rekomendasi /

Surat Keterangan

-> Penyiapan persyaratan :

1.  KTP dan KK

2. Surat pengantar yang berisi permohonan
bantuan pembuatan KIS yang ditujukan ke
Dinas Sosial Kab/Kota yang diterbitkan oleh

Kepala Desa/Kel

3.  Surat Keterangan Tidak Mampu apabila tidak
ada dalam DTKS

4. Surat Keterangan Domisili (apabila tidak
memiliki KTP)

2-

Kebijakan
intervensi
program

Registrasi Peserta
KIS




PETA LINTAS FUNGSI
DINSOS 01.1. PENGELOLAAN DATA FAKIR MISKIN CAKUPAN DAERAH PROVINSI

Penetapan DTKS
oleh Kemensos

8¢

3.

4.

DTKS
kewenangan
Provinsi
Kebijakan
intervensi
program
Pelaksanan
intervensi
Program
Pemantauan
dan Evaluasi

DTKS kewenangan
Kabupaten
Kebijakan
intervensi

program
Pelaksanaan
intervensi

program

Verifikasi dan
Validasi Data
Mengeluarkan
Rekomendasi /
Surat Keterangan

o

Penyiapan persyaratan :
A. KULIAH

1.

Penerima PIP Kuliah adalah Siswa Sekolah Menengah Atas
(SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), atau bentuk lain
yang sederajat yang akan lulus pada tahun berjalan atau
lulus 2 (dua) tahun sebelumnya;

2. Memiliki potensi akademik baik tetapi memiliki
keterbatasan ekonomi yang didukung bukti dokumen yang
sah;

3. Lulus seleksi penerimaan mahasiswa baru melalui semua
jalur masuk Perguruan Tinggi dan diterima di PTN atau PTS
pada Program Studi yang telah terakreditasi.

B. SD-SMA

1. KTPdanKK

2. Surat pengantar yang berisi permohonan bantuan social
pendidikan yang ditujukan ke Dinas Sosial Kab/Kota yang
diterbitkan oleh Kepala Desa/Kel

3.  Surat Keterangan Tidak Mampu apabila tidak ada dalam
DTKS

4,  Surat Keterangan Domisili (apabila tidak memiliki KTP)

-3 1.

Kebijakan
intervensi
program
Registrasi
Peserta PIP




g. Perlindungan Sosial Subsidi Listrik

Penetapan DTKS oleh
Kemensos

6€

3.

DTKS kewenangan
Provinsi

Kebijakan
intervensi

program
Pemantauan dan
Evaluasi

2.

3.

DTKS kewenangan
Kabupaten
Kebijakan
intervensi
program

Verifikasi dan
Validasi Data
Mengeluarkan
Rekomendasi /
Surat Keterangan

Penyiapan persyaratan :

1.  KTPdan KK

2. Surat pengantar yang berisi permohonan
bantuan social subsidi listrik yang ditujukan
ke Dinas Sosial Kab/Kota yang diterbitkan

oleh Kepala Desa/Kel

3.  Surat Keterangan Tidak Mampu apabila tidak
ada dalam DTKS

4. Surat Keterangan Domisili (apabila tidak
memiliki KTP)

2.

Kebijakan
intervensi

program

Registrasi Peserta
Subsidi Listrik




PETA LINTAS FUNGSI

DINSOS 01.1. PENGELOLAAN DATA FAKIR MISKIN CAKUPAN DAERAH PROVINSI

h. Perlindungan Sosial Pemberdayaan Ekonomi

Provinsi

Kementerian / Lembaga

Penetapan DTKS
Kemensos

Perencanaan, Penganggaran dan
- Pengambilan Keputusan dalam
intervensi pemberdayaan

ekonomi

v

¢

v

Pemanfaatan oleh
Lembaga Mitra

Penyusunan Kebijakan
Program Pemberdayaan
ekonomi

Penyusunan Kebijakan
<  Program Pemberdayaan
ekonomi oleh Dinas Sosial

|

Pemanfaatan oleh Dinas
Sosial dab PD Teknis di
Kab/Kota

Pemanfaatan oleh Dinas Sosial
dan PD Teknis lainnya : Dinas
Pertanian dan Ketahanan
Pangan, Dinas Kelautan dan
Perikanan, Dinas Peternakan,
DLHK, Dinas PMD
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DINSOS 01.2. PENGANGKATAN ANAK ANTAR WNI

PETA LINTAS FUNGSI

a. Perlindungan Sosial Adposi Anak

Pernyiapan berkas
administrasi

Pendaftaran

SK. ljin Pengasuhan
-’ Sementara (6 Bin)

v

v

Melengkapi Dokumen
untuk Proses PA

Home Visit Il

2

v

Home Visit

anak

Laporan perkembangan

2

v

Laporan Sosial
Kelayakan COTA

Sidang Tim PIPA

2

Selesai

Provinsi

Surat Rekomendasi
Kepala Dinas Sosial

Pemberkasan ke
Pengadilan

v

Penetapan Pengadilan

v

Pencatatan Data




PETA LINTAS FUNGSI

DINSOS 02.1. LAYANAN REHABILITASI SOSIAL

a. Rehabilitasi Sosial

Penduduk Mendapatkan
Informasi

Penduduk
Mendaftarkan diri pada

Kantor Desa/Kelurahan

[47

V

Penetapan Calon
Pemerima Manfaat

v

Entri Data

-

Home Visit
Verifikasi dan Validasi Penetapan SK Penerima > Intervensi Layanan
Level Kabupaten Manfaat Rehabilitasi Sosial

Pemanfaatan oleh
Lembaga Mitra

Pemanfaatan oleh
Kabupaten/Kota

4

4

Penyandang Disabilitas terlantar
di dalam panti

Anak terlantar di dalam panti

Lansia Terlantar di dalam panti

PMKS lainnnya di luar HIV aids
dan Napza




PETA LINTAS FUNGSI
DINSOS 02.1. LAYANAN REHABILITASI SOSIAL

i |
i 1

Penerapan

SPM

Penyandang Disabilitas
Dalam Panti dan Mutu
Pelayanan Dasar :

a.
b.

Pengumpulan Data,
Perhitungan
kebutuhan
pemenuhan
pelayanan Dasar,
Penyusunan rencana
pemenuhan
pelayanan dasar,
Pelaksanaan
pemenuhan
pelayanan dasar

=

1374

Tim Penerapan SPM bertugas :

a

b.
c:
d.

Menyusun rencana aksi penerapan SPM

Koordinasi dengan Kementerian /Lembaga
Koordinasi data sectoral SPM secara periodic
Koordinasi integras SPM dalam Dok Perencanaan
dan Penganggaran

Koordinasi perumusan strategi pembinaan teknis
penerapan SPM di provinsi dan daerah
kabupaten/kota;

Koordinasi pemantauan dan evaluasi SPM di daerah
provinsi dan kabupaten/kota;
Sosialisasi penerapan SPM kepada
masyarakat sebagai penerima manfaat;
Menerima dan  menindaklanjuti  pengaduan
masyarakat  terkait  penerapan SPM dan
mengkonsolidasikan  laporan  penerapan dan
pencapaian SPM di daerah provinsi dan daerah
kabupaten/kota, termasuk laporan yang disampaikan
masyarakat melalui sistem informasi pembangunan
daerah yang terintegrasi;

Koordinasi  pencapaian  berdasarkan laporan
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah provinsi dan
kabupaten/kota dan melakukan analisis sebagai
rekomendasi untuk perencanaan tahun berikutnya.

perwakilan

Penerapan

SPM

Penyandang Disabilitas Luar
Panti dan Mutu Pelayanan

Dasar :

a. Pengumpulan Data,

b. Perhitungan kebutuhan
pemenuhan pelayanan
Dasar,

c. Penyusunan rencana
pemenuhan pelayanan
dasar,

d. Pelaksanaan
pemenuhan pelayanan
dasar

a

b.
c:
d.

Tim Penerapan SPM bertugas :

Menyusun rencana aksi penerapan SPM

Koordinasi dengan Kementerian /Lembaga

Koordinasi data sectoral SPM secara periodic
Koordinasi integras SPM dalam Dok Perencanaan dan
Penganggaran

Koordinasi perumusan strategi pembinaan teknis
penerapan SPM daerah kabupaten/kota;

Koordinasi pemantauan dan evaluasi SPM daerah
kabupaten/kota; |

Sosialisasi penerapan SPM  kepada
masyarakat sebagai penerima manfaat;
Menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat
terkait penerapan SPM dan mengkonsolidasikan
laporan penerapan dan pencapaian SPM daerah
kabupaten/kota, termasuk laporan yang disampaikan
masyarakat melalui sistem informasi pembangunan
daerah yang terintegrasi;

perwakilan

Koordinasi pencapaian berdasarkan laporan
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
kabupaten/kota dan melakukan analisis sebagai

rekomendasi untuk perencanaan tahun berikutnya.




PETA LINTAS FUNGSI
DINSOS 02.1. LAYANAN REHABILITASI SOSIAL

a.2. Rehabilitasi Sosial Anak Terlantar Di Dalam Panti

- Biro Pemerintahan Setda Provinsi

2

 Dinas Sosial Kab/Kota

i
|

< Bagon Pemesiitahon Kab/kota. .

Penerapan SPM Anak
terlantar Dalam Panti
dan Mutu Pelayanan

a.
Dasar : b
a. Pengumpulan ;
(o7
Data, d
b. Perhitungan
kebutuhan .) ",
pemenuhan
pelayanan Dasar,
¢. Penyusunan ¢
rencana i
pemenuhan
pelayanan dasar, g
d. Pelaksanaan h

pemenuhan
pelayanan dasar

Tim Penerapan SPM bertugas :

Menyusun rencana aksi penerapan SPM

Koordinasi dengan Kementerian /Lembaga
Koordinasi data sectoral SPM secara periodic
Koordinasi integras SPM dalam Dok Perencanaan
dan Penganggaran

Koordinasi perumusan strategi pembinaan teknis
penerapan SPM di provinsi dan daerah
kabupaten/kota;

Koordinasi pemantauan dan evaluasi SPM di daerah
provinsi dan kabupaten/kota;
Sosialisasi penerapan SPM kepada
masyarakat sebagai penerima manfaat;
Menerima dan  menindaklanjuti  pengaduan
masyarakat  terkait penerapan SPM  dan
mengkonsolidasikan  laporan  penerapan  dan
pencapaian SPM di daerah provinsi dan daerah
kabupaten/kota, termasuk laporan yang disampaikan
masyarakat melalui sistem informasi pembangunan
daerah yang terintegrasi;

Koordinasi  pencapaian  berdasarkan laporan
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah provinsi dan
kabupaten/kota dan melakukan analisis sebagai
rekomendasi untuk perencanaan tahun berikutnya.

perwakilan

Penerapan SPM  Anak

terlantar Luar Panti dan

Mutu Pelayanan Dasar :

a. Pengumpulan Data,

b. Perhitungan
kebutuhan
pemenuhan
pelayanan Dasar,

¢. Penyusunan rencana
pemenuhan
pelayanan dasar,

d. Pelaksanaan
pemenuhan
pelayanan dasar

Tim Penerapan SPM bertugas :

a

b.
c:
d.

- e.

f.

Menyusun rencana aksi penerapan SPM

Koordinasi dengan Kementerian /Lembaga

Koordinasi data sectoral SPM secara periodic
Koordinasi integras SPM dalam Dok Perencanaan dan
Penganggaran

Koordinasi perumusan strategi pembinaan teknis
penerapan SPM daerah kabupaten/kota;

Koordinasi pemantauan dan evaluasi SPM daerah
kabupaten/kota; |

Sosialisasi penerapan SPM kepada
masyarakat sebagai penerima manfaat;
Menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat
terkait penerapan SPM dan mengkonsolidasikan
laporan penerapan dan pencapaian SPM daerah
kabupaten/kota, termasuk laporan yang disampaikan
masyarakat melalui sistem informasi pembangunan
daerah yang terintegrasi;

perwakilan

Koordinasi pencapaian berdasarkan laporan
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
kabupaten/kota dan melakukan analisis sebagai

rekomendasi untuk perencanaan tahun berikutnya.




PETA LINTAS FUNGSI
DINSOS 02.1. LAYANAN REHABILITASI SOSIAL

a.3. Rehabilitasi Sosial Lansia Terlantar Di Dalam Panti

Biro Pemerintahan Setda ProvinSi

Penerapan SPM
terlantar Dalam Panti dan
Mutu Pelayanan Dasar :

a.
b.

Lansia

Pengumpulan Data,
Perhitungan kebutuhan
pemenuhan pelayanan
Dasar,

Penyusunan rencana
pemenuhan pelayanan
dasar,

Pelaksanaan
pemenuhan pelayanan
dasar

->
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Tim Penerapan SPM bertugas :

a.
b.
(=
d.

e.

Menyusun rencana aksi penerapan SPM

Koordinasi dengan Kementerian /Lembaga
Koordinasi data sectoral SPM secara periodic
Koordinasi integras SPM dalam Dok Perencanaan
dan Penganggaran

Koordinasi perumusan strategi pembinaan teknis
penerapan SPM di provinsi dan daerah
kabupaten/kota;

Koordinasi pemantauan dan evaluasi SPM di daerah
provinsi dan kabupaten/kota;
Sosialisasi penerapan SPM kepada
masyarakat sebagai penerima manfaat;
Menerima dan  menindaklanjuti  pengaduan
masyarakat  terkait penerapan SPM  dan
mengkonsolidasikan  laporan  penerapan  dan
pencapaian SPM di daerah provinsi dan daerah
kabupaten/kota, termasuk laporan yang disampaikan
masyarakat melalui sistem informasi pembangunan
daerah yang terintegrasi;

Koordinasi  pencapaian  berdasarkan laporan
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah provinsi dan
kabupaten/kota dan melakukan analisis sebagai
rekomendasi untuk perencanaan tahun berikutnya.

perwakilan

Dinas Sosial Kab/Kota

 Bagian Pemerintahan Kab/Kota

Penerapan
terlantar Luar Panti

SPM Lansia

dan

Mutu Pelayanan Dasar :

a.
b.

Pengumpulan Data,
Perhitungan kebutuhan
pemenuhan pelayanan
Dasar,

Penyusunan  rencana
pemenuhan pelayanan
dasar,

Pelaksanaan
pemenuhan pelayanan
dasar

Tim Penerapan SPM bertugas :

a.

b.
C
d

Menyusun rencana aksi penerapan SPM

Koordinasi dengan Kementerian /Lembaga

Koordinasi data sectoral SPM secara periodic
Koordinasi integras SPM dalam Dok Perencanaan dan
Penganggaran

Koordinasi perumusan strategi pembinaan teknis
penerapan SPM daerah kabupaten/kota;

Koordinasi pemantauan dan evaluasi SPM daerah
kabupaten/kota; |

Sosialisasi penerapan SPM  kepada
masyarakat sebagai penerima manfaat;
Menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat
terkait penerapan SPM dan mengkonsolidasikan
laporan penerapan dan pencapaian SPM daerah
kabupaten/kota, termasuk laporan yang disampaikan
masyarakat melalui sistem informasi pembangunan
daerah yang terintegrasi;

perwakilan

Koordinasi pencapaian berdasarkan laporan
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
kabupaten/kota dan melakukan analisis sebagai

rekomendasi untuk perencanaan tahun berikutnya.




|

PETA LINTAS FUNGSI
DINSOS 02.1. LAYANAN REHABILITASI SOSIAL

a.4. Rehabilitasi Sosial PMKS Di Luar HIV AIDS dan NAPZA Di Dalam Panti

[

!
i

Penerapan SPM PMKS di
luar HIV AIDS dan NAPSA

kewenagan

Provinsi dan

Mutu Pelayanan Dasar :

a.
b.

Pengumpulan Data,
Perhitungan kebutuhan
pemenuhan pelayanan
Dasar,

Penyusunan rencana
pemenuhan pelayanan
dasar,

Pelaksanaan
pemenuhan pelayanan
dasar

14

b.
c.
d

Tim Penerapan SPM bertugas :
a.

Menyusun rencana aksi penerapan SPM

Koordinasi dengan Kementerian /Lembaga
Koordinasi data sectoral SPM secara periodic
Koordinasi integras SPM dalam Dok Perencanaan
dan Penganggaran

Koordinasi perumusan strategi pembinaan teknis
penerapan SPM di provinsi dan daerah
kabupaten/kota;

Koordinasi pemantauan dan evaluasi SPM di daerah
provinsi dan kabupaten/kota;
Sosialisasi penerapan SPM kepada
masyarakat sebagai penerima manfaat;
Menerima dan  menindaklanjuti  pengaduan
masyarakat  terkait penerapan SPM  dan
mengkonsolidasikan  laporan  penerapan dan
pencapaian SPM di daerah provinsi dan daerah
kabupaten/kota, termasuk laporan yang disampaikan
masyarakat melalui sistem informasi pembangunan
daerah yang terintegrasi;

Koordinasi  pencapaian  berdasarkan laporan
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah provinsi dan
kabupaten/kota dan melakukan analisis sebagai
rekomendasi untuk perencanaan tahun berikutnya.

perwakilan

 Dinas Sosial Kab/Kota

AR I

£
by

Penerapan SPM PMKS di
luar HIV AIDS dan NAPSA
kewenangan Kab/Kota dan
Mutu Pelayanan Dasar :
a. Pengumpulan Data,
b. Perhitungan kebutuhan

pemenuhan pelayanan
Dasar,

c. Penyusunan rencana
pemenuhan pelayanan
dasar,

d. Pelaksanaan
pemenuhan pelayanan
dasar

Tim Penerapan SPM bertugas :

b.
c.
d

Menyusun rencana aksi penerapan SPM

Koordinasi dengan Kementerian /Lembaga

Koordinasi data sectoral SPM secara periodic
Koordinasi integras SPM dalam Dok Perencanaan dan
Penganggaran

Koordinasi perumusan strategi pembinaan teknis
penerapan SPM daerah kabupaten/kota;

Koordinasi pemantauan dan evaluasi SPM daerah
kabupaten/kota; |

Sosialisasi penerapan SPM  kepada
masyarakat sebagai penerima manfaat;
Menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat
terkait penerapan SPM dan mengkonsolidasikan
laporan penerapan dan pencapaian SPM daerah
kabupaten/kota, termasuk laporan yang disampaikan
masyarakat melalui sistem informasi pembangunan
daerah yang terintegrasi;

perwakilan

Koordinasi pencapaian berdasarkan laporan
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
kabupaten/kota dan melakukan analisis sebagai

rekomendasi untuk perencanaan tahun berikutnya.




PETA LINTAS FUNGSI
DINSOS 03.1. PENERBITAN IZIN PENGUMPULAN SUMBANGAN LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI

a. Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi

Lembaga Mitra/Penyelenggara

Registrasi Institusi :

1.  Akta notaris

2 Surat keterangan domisili

3.  Suratizin usaha perusahaan

4 NPWP perusahaan

Syarat UGB

1.  Menyiapkan data rencana program (nama program,
barang/jasa yang dipromosikan, wilayah
penyelenggaraan, periode penyelenggaraan, jadwal
penyelenggaraan, jadwalpenentuan pemenang

2.  Rincian hadiah

3.  Laporan akhir Penyelenggaraan

Syarat PUB

1. Nama Program

2.  Wilayah Penyelenggaraan

3.  Maksud dan Tujuan

4. Periode Penyelenggaraan

5.  Laporan akhir penyelenggaraan

Dinas Sosial

oy
i

Dinas Penanaman Modal din Perijinan |

~ Terpadu 1 Pintu

Media Massa

Verifikasi Program
Pengajuan
rekomendasi
program
Pemantauan dan
Evaluasi

P

e

Pengajuan rekomendasi program
Verifikasi Program

Penerbitan izin promosi atau izin
dalam proses

Penerbitan izin undian gratis
berhadiah atau izin pengumpulan
uang atau barang

Pengumuman Informasi

A

Ly




PETA LINTAS FUNGSI
DINSOS 03.2. PEMBERDAYAAN POTENSI SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL PROVINSI

b. Pemberdayaan Sosial

Pemberdayaan Sosial
Perorangan, Keluarga dan
Kelembagaan Masyarakat

emberdayaan Komunitas Adat
Terpencil

PSKS Mendaftarkan diri
pada Kantor
Desa/Kelurahan
Verifikasi dan Validasi
Entri Data Home Visit Level Provinsi
Verifikasi dan Validasi SK PSKS Intervensi Layanan

Level Kabupaten

Pemberdayaan Sosial

Pemanfaatan oleh
Lembaga Mitra

Pemanfaatan oleh
Kabupaten/Kota

Pemanfaatan oleh
Provinsi

4

4

L

14

Pemberdayaan Pilar Pilar Sosial
dan Pusar Kesos Sistem Rujukan
Layanan Terpadu

Restorasi Sosial




PETA LINTAS FUNGSI
DINSOS 04.1. PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA ALAM DAN BENCANA SOSIAL PROVINSI

a. Penanganan Bencana Alam Dan Sosial

Penduduk/PSKS
Penduduk/PSKS . = Mendaftarkan diri pada
Mendapatkan Informasi Kantor Desa/Kelurahan
Penetapan Calon

Pemerima Manfaat

\

Home Visit Verifikasi dan Validasi
@ Level Kabupaten
* Bantuan Langsung
Entri Data
Usulan Calon Penerima
Manfaat disertai
Laporan Kejadian Pemyediaan Aksesibilitas

Bencana dan Data i i
Korban Bencana _) Penetapan SK Penerima _ ) Intervensi Layanan

Manfaat Penanganan Bencana
Penguatan Kelembagaan
Penanganan oleh Penanganan oleh Penanganan oleh
Lembaga Mitra Kabupaten/Kota Provinsi

1 4 1

517




PETA LINTAS FUNGSI
DINSOS 04.1. PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA ALAM DAN BENCANA SOSIAL PROVINSI

0S

b. Alur SPM Penanganan Bencana

Kebijakan Program dan a.  Jumlah g ; =
engungsi/penyint enerapan
e :s Sse:an;k g 51 it - a.  Jumlah Kebutuhan Dasar Korban
(lima puluh satu) Sebabin Dutur Rerstn pengungsi/penyint Bencana  kewenangan
st seaad Bencana  kewenangan as sebanyak 1 Ribosaten daic. A
dahans 100 Provinsi dan  Mutu (satu) sampai Pelayanan Dasar :
Pelayanan Dasar : dengan 50 (lima
(seratus) orang; a. Pengumpulan Data,
b.  Dampak benc':ana = Peng~umpulan i puluh) orang; b. Perhitungan
Bpocans Alam : gempa . meliputi lebih dari B, Fertovgen b. Dampak bencana kebutuhan
bumi; tsunami; banjir; 1 (satu) daerah kebutuhan meliputi 1 (satu) pemenuhan
tanah longsor; letusan Nldiararihiste: pemenuhan daerah kabupaten/ pelayanan Dasar,
gunung api; gelombar?g danfatiu pelayanan Dasar, kota; dan/atau ¢, Baiimlnl thhisbe
laut  ekstrem; angin c¢.  Adanya AT ¢. Penyusunan rencana ¢.  Adanya surat pemenuhan
topan, termasuk siklon il i pemenuhan penetapan pelayanan dasar
tropis/puting  beliung; Eencana P pelayanan dasar, bencana dari 0 Palksiran §
dan/atau kekeringan. Firee d. Pelaksanaan bupati/wali kota. pemenuhan
s ' pamUhan pelayanan dasar
Bencana Sosial : konflik pelayanan dasar
sosial; aksi teror;
kebakaran pemukiman
dan gedung;
wabah/epidemi;  gagal |
teknologi; dan/atau l l
kebakaran hutan dan - - - N e e e . mm Al gt A S S S e s, (e A
lahan i i
' . Tempat Pelayanan I
i Penyediaan Penyediaan Penanganan Khusus i
: Permakanan Sandan s o Kelompok Rentan B .
: $ Penungsi Psikososial :
i 1
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a. Penanganan Warga Migran Korban Tindak Kekerasan

Pendataan Keluarga
Pekerja Migran
Bermasalah dan
Tenaga Kerja
Bermasalah

SATGAS
Kabupaten/Kota SATGAS Provinsi SATGAS SATGAS

Pendamping Pendamping Pendamping

Pemulangan PMB dan Pemulangan PMB dan Pemulangan PMB dan Pe"damp'"::::';a"“g'" i
Melakukan Pemuangan
PMK/TKB ke
Kabupaten/Kota

Menerima PMK/TKB Berita Acara serah

dari Provinsi terima




Zs

a. Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makan Pahlawan Nasional Provinsi

Perbaikan terhadap
komponen TMPN dan
MPN yang memiliki
tingkat kerusakan antara
26% - 50%

Perbaikan terhadap
komponen TMPN dan
MPN yang memiliki
tingkat kerusakan antara
26% - 50%

Perbaikan terhadap
komponen TMPN Utama
yang memiliki tingkat
kerusakan antara 26% -
50%




€S

b. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi

:

é Kabupaten/ Kota l

y

Permeliharaan rutin :
kebersihan, keamanan
dan ketertiban

\

Perbaikan TMPN dan
MPN terhadap
kerusakan > 25%

A

Pemugaran TPPN dan
MPN terhadap
kerusakan paling rendah
50%

PETA LINTAS FUNGSI
DINSOS 06.1. PENNGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN NASIONAL PROVINSI

 Provinsi

|
<
L

Permeliharaan rutin :
kebersihan, keamanan
dan ketertiban

v

Perbaikan TMPN dan
MPN terhadap
kerusakan > 25%

v

Pemugaran TPPN dan
MPN terhadap
kerusakan paling rendah
50%

Permeliharaan rutin TMPN Utama :
kebersihan, keamanan dan ketertiban

v

Perbaikan terhadap komponen TMPN
Utama yang memiliki tingkat kerusakan
antara 26% - 50%

\

Pemugaran TPPN Utama dan MPN
Utama terhadap kerusakan paling
rendah 50%




¢. Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi

Pengamanan TMPN dan
MPN

Pengamanan TMPN dan
MPN

Pengamanan TMPN
Utama dan MPN
Utama




SS

PETA LINTAS FUNGSI
DINSOS 07.1. MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA

a. Layanan SDM Yang Meliputi Rekruitmen, Penempatan, Pembinaan, Pengembangan dan Pensiun

Penerimaan CPNSD e Penempatan PNSD

Penerimaan
Pendamping PKH

Diklat Prajabatan CPNSD |

v

Pelatihan Pendamping

PKH
a Pengembangan Karier Penempatan
PNS Pendamping PKH

1. Diklat Struktural
2. Diklat Fungsional

*
Tertentu

3. Diklat Teknis

3 Pengembangan Karier
PNS

€ |

Pensiun PNS

Penempatan (
Pendamping PKH
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a. Verifikasi/ Validasi DTKS pada Sistem Informasi SIKS-NG Offline

 TKSK, PSM, Karang
T &TOMAS

Membuat Prelist Awal
dari Aplikasi SIKS-NG

|
]
|
|
k

B s ==

Musrenbangdes (Lintas
Sektor/ Aktor) untuk
menentukan prelist
akhir

~ PETALINTASFUNGSI

Penyampaian prelist
akhir Dinas Sosial
Kab./Kota

v

Kunjungan ke rumah
tangga

v

Hasil verivali diperiksa
oleh operator untuk
diinput ke SIKS-NG

v

Supervisor/ operator
Kab./Kota mengimport
dan memeriksa data
dari operator kab./kota
ke dalm SIKS online

GO IEL MARAEMEE TR TN ORI

el

Menerima data dari
Kab./kota SIKS-NG

Penetapan oleh Menteri
Sosial melalui Pusdatin
Kemensos RI




&

|
|

b. Manajemen Umum di Indonesia

PETA LINTAS FUNGSI

DINSOS 08.1. MANAJEMEN DATA DAN INFORMASI

9 Statistik
Forum Masyarakat Sektoral
\ 4
Kebutuhan \ 4
Data Statistik y Y | Statistik Dasar
A
Sumber daya, metode,
Sarana prasarana, IPTEK, | = S;::i:lt:sk
dan Perangkat Hukum

Survey
Kementerian/
Lembaga/ s Kompilasi produk adm. Data
Perangkat Daerah
Lainnya
Sensus \ 4 \ 4
st BPS Selaku Pusat INFORMASI
BPS s Data #
Kompilasi produk adm. Rujukan Statistik STATISTIK
Lainnya A
- Sinopsis
Masyarakat ~ =3p
Kompilasi produk adm.
Data

LS




a. Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, dan Penghapusan Aset

Perencanaan
Kebutuhan dan

Penganggaran

Inventarisasi

Pemindahtanganan

Perencanaan
Pengadaan
Perencanaan
Pemeliharaan
Pengalihan Status Pinjam Pakai
Penggunaan
Perencanaan
Pemanfaatan Pengadaan =3 Penggunaan Pemanfaatan Kerja Sama
Penggunaan Sementara pemanfaatan (KSP)
Perencanaan
' Bangun Guna Serah
Pem;:’aang::ﬁua?:an o (BGS) / Bangun Serah
Guna (BSG)
Perencanaan
Penghapusan
Penatausahaan €~ Penghapusan €~ Pemusnahan €~ Pemindahtanganan €~ Penilaian | 'ergamanan dan

pemeliharaan
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DINSOS 10.1. SISTEM PERENCANAAN dan 10.2. SISTEM PENGANGGARAN

PETA LINTAS FUNGS!

g sl

a. Dokumen Perencanaan Prangkat Daerah dan Dokumen Penganggaran Perangkat Daerah

:
§
RenstraK/L k=== Renja K/L —:—> RKA K/L megp  Rincian APBN
I
I
A A :
; : |
N . {
i
RPJP Nasional  F===3p' RPJM Nasional r====p RKP -:-) RAPBN - APBN
i
H
A !
. i
. i
. i
. i
. i
: :
\ :
:
RPIP Daerah  j====3»  RPJMDaerah e RKPD —-:-—) RAPBD . APBD
§
. . i
- = i
. . |
H . i
\ 4 v :
i
Renstra PD *uun D Renja PD —:—) RKA PD meeegp  Rincian APBD
H
> | >
UU SPPN - UU KN



a. Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Perencanaan Perangkat Daerah, Proses Pelaksanaan dan Hasil Pelaksanaan

Pengendalian dan
Evaluasi

Perumusan
Renstra PD

Pelaksanaan
Renstra PD

Hasil Pelaksanaan
Renstra PD

Perumusan Renja
PD

Hasil Pengendalian dan
Evaluasi

Pelaksanaan Renja
PD

Hasil Pelaksanaan
Renja PD




LKPI PD

LAPORAN KEUANGAN PD




